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“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul kami
yang disertai keterangan-keterangan dan kami
turunkan bersama mereka kitab dan timbangan agar
manusia berlaku adil dan kami turunkan besi padanya
ada kekuatan yang hebat dan manfaat-manfaat bagi
manusia dan agar Allah mengetahui siapa yang
menolongNya dan menolong Rasul Nya yang ghaib

daripada Nya"(Q.S Al Hadid : 25).

Ayat tersebut diatas jelas tidak menyebut atau
memerintahkan manusia atau rasul sekalipun untuk
membentuk negara, tetapi memerintahkan untuk
menjadi subyek yang berlaku adil atau memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi sesama manusia atau
siapapun yang berhubungan peran dan amanat.

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang

menggunakan bentuk demokrasi, bukanlah “bentuk ’
Islam”, tetapi jika demokrasi dijalankan dengan benar,
misalnya mengutamakan terjagana kebinekaan dalam

NKRI, atau untuk menegakkan keadilan untuk semua .

(justice for all), maka konstruksi demokrasi demikian <&

sejalan dengan peran kekhalifahan manusia dalam
bernegara yang digariskan dalam Islam. e S Av 48
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KATA PENGANTAR

Para pembelajar ketatanegaraan atau ilmu politik tentu paham,
buhwa salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah
din masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun
ferlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk
melindungi, menjaga, serta menyejahterakan warga negaranya.

Mereka tentu juga paham dengan salah satu alasan mengapa
negara dibentuk, yakni The greatest happiness of the greatest number
slau tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang
sebesar-besamya  kepada jumlah  sebanyak-banyaknya. Negara
diadakan buk-nlah atas kehendak alam, melainkan atas kehendak
rakyat melalui suatu bentuk kontrak yang kemudian dijadikan dasar
negara. Penciptaan negara melalui kontrak itu dimaksudkan untuk
membangun  kesejahteraan yang sebesar-besamya bagi rakyat.
Semakin banyak rakyat yang mendapatkan kebahagiaan, berarti
negara sukses menjalankan amanat istimewanya.

Dalam ranah itu, bukan soal bentuk negara yang menjadi
penting, tapi bagaimana negara mengambil peran utama atau bahkan
fundamental dalma kehidupan rakyat. Peran negara ini digariskan
dalam konstitusi. Apa yang menjadi kewajibannya dalam memenuhi
hak-hak rakyat, sudah diatur di dalamnya.

Dalam ranah filosofis tentang kesejatian hidup bernegara, yang
dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah
norma/aturan/hukum  itu  sendiri. Dalam  perkembangannya,
kedaulatan hukum menjelma menjadi konsep negara hukum atau
negara yang didasarkan atas norma, sehingga dari norma yang
dibentuk inilah, setiap subyek bernegara atau bermasayarakat diatur.

Dalam konstruksi ketatanegaraan terdapat korelasi yang jelas
atau berkepastian antara hukum yang bertumpu pada konstitusi
dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi.
Korelasi demikian ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi
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konstitusional. Dalam negara bersistem demokrasi, partisipasi rakyat
merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara hukum
harus ditopang dengan sistem demokrasi, demokrasi tanpa pijakan
norma hukum atau konstitusi akan kehilangan bentuk dan arah,
sedangkan hukum tanpa demokrasi atau pelibatan rakyat akan
kehilangan kesej atiannya.
Buku yang berjudul “KONSTRUKS]I KETATANEGARAAN
ISLAM” ini juga membahas banyak hal
berhubungan dengan kewajiban negara secara k.
kewajiban ini sebenarnya menjadi bagian dari
doktrin Islam yang mengatur etika kepemimpinan atau moral
menjalankan manajemen kekuasaan dalam relasinya dengan rakyat.
Buku ini terdiri dari 14 Bab, yang dalam setiap sub bab
dibahas mengenai eksistensi dan konstruksi ketatanegaraan dalam
kaitannya dengan problem kehidupan masyarakat dengan segala
aspek-aspeknya.

Atas terbitnya buku ini disampaikan terimkasih pada banyak

atau aspek yang
onstitusional, yang
“terjemahan” dari

pihak,

Malang, Agustus 2019
Abdul Wahid

Sunardi
Dwi Ari Kurniawati
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